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Abstract

Financing medical treatment through interest-based loans has
become a significant issue in figh al-mu‘amalat, as riba is
explicitly prohibited in Islamic law, while certain medical
conditions are directly related to the preservation of life. This
study aims to examine the urgency of medical treatment from the
perspective of maqasid al-Shari ‘ah and to analyze the application
of the legal maxim al-Darirat tubthu al-Mahzirat (necessities
permit prohibited matters) to interest-based loans for medical
needs. This research employs a qualitative method with a
normative figh approach through a library research design. The
data sources were obtained from classical and contemporary figh
books, legal maxims, scholars’ opinions, journal articles, and
other relevant documents. The collected data were analyzed using
descriptive and deductive analysis techniques. The findings
indicate that interest-based loans remain prohibited (haram) and
cannot be considered the primary option for financing medical
treatment. However, when medical treatment reaches a state of
necessity (darirah), such as a threat to life or severe bodily harm,
and no permissible financing alternatives are available, an
interest-based loan may be considered as a highly restricted legal
concession (rukhsah). This concession is only applicable to the
extent required by the urgent medical condition and must not
exceed the limits of necessity. This study contributes to clarifying
the boundaries of applying the principle of necessity in
contemporary Islamic commercial jurisprudence, particularly in
cases involving medical financing. The implication of this
research is that society and Islamic financial institutions should
strengthen lawful medical financing alternatives so that urgent
healthcare needs are not easily directed toward interest-based
loans.

Abstrak

Pembiayaan pengobatan melalui pinjaman riba menjadi persoalan
penting dalam fikih muamalah karena riba pada dasarnya dilarang
secara tegas, sedangkan dalam keadaan tertentu pengobatan
berkaitan langsung dengan upaya menjaga jiwa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji urgensi pengobatan dalam perspektif
magqadsid al-SyarT‘ah serta menganalisis penerapan kaidah
al-Darirat tubthu al-Mahziirat terhadap pinjaman riba untuk
kebutuhan pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan normatif fikih melalui studi
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kepustakaan. Sumber data diperoleh dari kitab fikih, kaidah fikih,
pendapat ulama, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan,
Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dan
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman berbasis
riba tetap berstatus haram dan tidak dapat dijadikan sebagai
pilihan utama dalam pembiayaan pengobatan. Namun, apabila
pengobatan mencapai kondisi darurat, seperti ancaman terhadap
keselamatan jiwa atau kerusakan berat pada tubuh, sementara
tidak ditemukan alternatif pembiayaan yang halal, maka
pinjaman riba dapat dipertimbangkan sebagai rukhsah yang
sangat terbatas. Keringanan tersebut hanya berlaku sesuai
kebutuhan medis yang mendesak dan tidak boleh melampaui
batas darurat. Kontribusi penelitian ini adalah memperjelas batas
penerapan kaidah darurat dalam fikih muamalah kontemporer,
khususnya pada kasus pembiayaan pengobatan. Implikasinya,
masyarakat dan lembaga keuangan syariah perlu memperkuat
alternatif pembiayaan medis yang halal agar kebutuhan darurat
tidak mudah diarahkan pada pinjaman ribawi.
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PENDAHULUAN

Dalam bidang muamalah, riba termasuk persoalan penting yang mendapat
perhatian serius dalam ajaran Islam.! Syariat Islam secara jelas melarang praktik riba
karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman, pemerasan, dan ketidakadilan dalam
hubungan transaksi semua ini bertentangan dengan prinsip al-Magasid al-Syari‘ah,
khususnya perlindungan harta (hifz al-Mal) yang merupakan salah satu dari lima tujuan
pokok syariat.> Dasar mengenai larangan tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah
Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 275.

s s 00 BT & o oz

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.?

Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini bahwa Allah yang mengetahui hakikat segala
perkara dan kemaslahatannya, mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya
lalu Dia membolehkannya bagi mereka, serta mengetahui apa yang membahayakan

! Muhammad Alyaafi, Muhammad Raffi Andhera, “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan
Hadist,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) 6, no. 1 (Juni 2023): h. 290.

2 Khotibul Umam, “Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum
Perbankan di Indonesia,” Mimbar Hukum 29, no. 3 (Oktober 2017): h. 394.

3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba,
2023), h. 47.
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mereka lalu Dia melarangnya bagi mereka.* Namun, ketika pinjaman riba digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pengobatan darurat, persoalan tersebut menjadi lebih hati-
hati karena pengobatan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan upaya menjaga jiwa atau
hifz al-Nafs.>

Dalam kondisi tertentu, syariat Islam tidak hanya menekankan larangan semacam
itu, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan jiwa sebagai salah satu
tujuan utama syariat. Hal ini sebagalmana dltegaskan dalam sabda Rasulullah saw:

2. 0 s s o~ s oo z R PR A ] oz & - o~ w//\

oUJ) f‘)"’ \))Uu UJ (\))\M c;\)J ;\J JQ J’L"} c;.UJJU ;‘JJ\ JJJ\ J}-) b &) d‘
HERIE j;\
Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan

bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi jangan

berobat dengan sesuatu yang haram. (H.R. Abii Dawiid).

Hadis ini menjadi indikasi bahwa mencari pengobatan merupakan bagian dari
ikhtiar syar ‘7 dalam menjaga jiwa. Karena itu, seseorang yang sengaja membiarkan
dirinya sakit tanpa berikhtiar dapat dianggap meninggalkan usaha yang diperintahkan
syariat dalam menjaga keselamatan dirinya. Akan tetapi, hadis tersebut juga menegaskan
bahwa pengobatan tetap harus ditempuh melalui cara yang halal dan tidak boleh
menggunakan sesuatu yang diharamkan, kecuali apabila terdapat alasan syar7 yang
benar-benar kuat.

Perkembangan teknologi medis modern meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan, namun juga menyebabkan biaya pengobatan semakin tinggi. Laporan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menunjukkan bahwa penyakit
katastrofik seperti gagal ginjal, kanker, jantung, dan stroke menghabiskan lebih dari
separuh anggaran pelayanan kesehatan nasional setiap tahun. Pada tahun 2022,
pembiayaan penyakit-penyakit tersebut mencapai puluhan triliun rupiah.’

Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu masyarakat,
kenyataannya tidak semua tindakan medis ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Banyak
obat paten, alat medis khusus, atau tindakan tertentu membutuhkan biaya tambahan di
luar cakupan BPJS.* Kondisi ini menyebabkan masyarakat menghadapi kesenjangan
pembiayaan yang tidak dapat ditutupi dengan tabungan pribadi atau bantuan keluarga.

4 Abii al-Fida’ Isma‘il bin ‘Umar bin Kastr al-QurasyT al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,
tahqiq: Sami1 bin Muhammad al-Salamah, Juz 1 (Cet. II; al-Riyad: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauz1",
1420 H/1999 M), h. 709.

5 Elif Pardiansyah, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis
Kontemporer,” Jurnal llmiah Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): h. 1274.

& Abu Dawid Sulaiman bin al- Asy‘as al-Azdi, Sunan Abi Dawiid Juz 6 (Cet. L;t.t.p.: Dar al-
Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 H /2009 M), h. 23

"Mutiara Nurtandhee, “Estimasi Biaya Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Defisit
Dana Jaminan Sosial untuk Penyakit Gagal Ginjal,” Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional 3, no. 2 (10
Desember 2023): h. 85-101.

8 Adila Solida, Dwi Noerjoedianto, Arnild Augina Mekarisce, dan Fitri Widiastuti, “Pola Belanja
Kesehatan Katastrofik Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Jambi,” Jurnal Kebijakan Kesehatan
Indonesia 10, no. 04 (10 Desember 2021): h. 209-215.
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Dalam praktiknya, kondisi darurat medis tidak jarang menempatkan seseorang
pada situasi yang sangat mendesak. Beberapa penyakit tertentu menuntut tindakan medis
segera, seperti operasi darurat, perawatan intensif di rumah sakit, atau terapi
berkelanjutan yang tidak dapat ditunda. Penundaan tindakan medis dalam kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius, seperti memburuknya kondisi pasien,
terjadinya kecacatan permanen, bahkan mengancam keselamatan jiwa.® Oleh karena itu,
kebutuhan biaya dalam kondisi seperti ini bersifat mendesak dan tidak dapat
ditangguhkan.

Pada situasi kedaruratan tersebut, masyarakat sering mencari dana dari keluarga,
kerabat, atau lembaga sosial. Namun, rendahnya akses dan penggunaan nyata masyarakat
terhadap layanan keuangan syariah yang masih sekitar 13% dibandingkan dengan
keuangan konvensional yang melampaui 79% menunjukkan bahwa layanan syariah
belum banyak dimanfaatkan. Keterbatasan akses, jangkauan lembaga, serta belum
tersedianya pembiayaan pengobatan darurat yang cepat mendorong masyarakat memilih
pinjaman bank konvensional, meskipun mengandung unsur riba.!°

Kondisi darurat medis terjadi ketika pasien membutuhkan pengobatan segera
karena penundaan dapat memperburuk penyakit, menimbulkan kecacatan permanen, atau
mengancam jiwa, sementara sumber pembiayaan halal tidak tersedia secara cepat dan
memadai. Syariat Islam memberikan ruang keringanan melalui kaidah al-Darirat tubthu
al-Mahzirat, yaitu keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya
terlarang. Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang semula dilarang dapat
diberi status kebolehan apabila seseorang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa.
Kebolehan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kesulitan, bahaya, atau
kerusakan yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, syariat memberikan dispensasi
hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan, sehingga
larangan tersebut dapat ditoleransi selama keadaan darurat benar-benar ada dan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan.!!

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, pokok persoalan yang
perlu dianalisis secara lebih mendalam oleh peneliti adalah penerapan kaidah al-Dariirat
tubihu al-Mahzarat terhadap pinjaman riba untuk keperluan pengobatan. Permasalahan
ini penting dikaji karena riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Oleh
karena itu, pembahasan penelitian ini dapat diarahkan pada dua pokok kajian, yaitu:
1) Bagaimana urgensi pengobatan dan kedudukannya dalam Islam. 2) Bagaimana
penerapan kaidah al-Darirat tubihu al-Mahzirat terhadap pinjaman riba untuk
kebutuhan pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengobatan
dan kedudukannya dalam Islam sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa atau hifz al-Nafs
dalam kerangka magasid al-syari‘ah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengkaji penerapan kaidah al-Darirat tubihu al-Mahzirat terhadap pinjaman riba untuk

% “Memahami Interpretasi Kriteria Memerlukan Tindakan Segera dalam Pelayanan

Kegawatdaruratan”,  BIIZAA.Com, https://biizaa.com/memahami-interpretasi-kriteria-memerlukan-
tindakan-segera-dalam-pelayanan-kegawatdaruratan/ (15 Desember 2025).

10 “Inklusi Keuangan Syariah Rendah: Hambatan dan Solusi”, Sharia Knowledge Centre,

https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/inklusi-keuangan-syariah-rendah-hambatan-dan-
solusi/ (15 Desember 2025).

' TbrahTm bin Miisa bin Muhammad al-Lakhm al-Syatibi al-Garnati, al-Muwafagat, Juz 1 (Cet. I;
t.t.p: Dar ibn ‘Affan, 1417 H/1997 M), h. 182.
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kebutuhan pengobatan, dengan menelaah batas-batas kebolehannya ketika seseorang
berada dalam kondisi darurat medis, tidak memiliki alternatif pembiayaan halal, dan
membutuhkan biaya pengobatan yang tidak dapat ditunda. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan normatif
dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kedudukan hukum riba
dan kaidah darurat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca realitas
sosial-ekonomi yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan pembiayaan pengobatan
darurat.

Pembahasan mengenai kaidah darurat, riba, dan pengobatan telah dikaji oleh
sejumlah peneliti sebelumnya diantaranya:

Pertama, Muhammad Safwan Harun, Lugman Haji Abdullah, dan Abdul Karim
Ali dalam penelitian berjudul “Analysis of al-Darurah Principles in Riba-Based Loans
for The Purpose of House Ownership in Muslim Minorities”'> menjelaskan bahwa
penerapan prinsip darurat terhadap pinjaman berbasis riba untuk kepemilikan rumah
harus dinilai berdasarkan kondisi setiap kasus dan tidak dapat diberlakukan secara umum.
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena fokus kajiannya terletak pada
pembiayaan rumah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada
pembiayaan pengobatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.

Kedua, Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin dan Dewi Indriani dalam penelitian
berjudul “Implementasi Kaidah al-Darirat tubihu al-Mahzirat pada Tindakan Persalinan
Operasi Caesar”'®> menyimpulkan bahwa tindakan operasi caesar dapat menjadi wajib
apabila terdapat indikasi medis yang membahayakan keselamatan ibu atau bayi.
Perbedaannya, penelitian tersebut menelaah tindakan medis, sedangkan penelitian ini
menelaah pinjaman riba sebagai sarana pembiayaan dalam keadaan darurat medis.

Ketiga, penelitian lain dilakukan oleh Mumin Firmansyah dan M. Hafiz Wijaya
dengan judul “Pengobatan dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam”!* yang
membahas perbedaan pandangan mengenai penggunaan benda haram sebagai obat dalam
kondisi darurat. Penelitian tersebut berfokus pada penggunaan zat atau benda haram
sebagai obat, sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan pengobatan melalui
pinjaman riba.

Keempat, Muhammad Jamalulail dan Burhanuddin Susamto dalam penelitian
berjudul “Konsep Dariirat dalam Penetapan Toleransi Riba pada Efek Syariah™!'®
menyimpulkan bahwa toleransi terhadap riba dalam efek syariah lebih tepat dikategorikan
sebagai hajah, bukan darirah. Kajian tersebut berada dalam konteks pasar modal,
sedangkan penelitian ini berada dalam konteks kebutuhan medis yang bersifat mendesak.

12 Muhammad Safwan Harun, Lugman Haji Abdullah, dan Abdul Karim Ali, “Analisis Prinsip
Al-Darurah dalam Pinjaman Berasaskan Riba bagi Tujuan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Minoriti
Muslim”, AZJAF 1, no. 1 (September 2020): h. 149-163.

13 Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin dan Dewi Indriani, “Implementasi Kaidah al-Darirat tubthu
al-Mahziirat pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar”, Nukhbatul Ulum 7,no. 1 (2021): h. 119-138.

4 Mumin Firmansyah dan M. Hafiz Wijaya, “Pengobatan dengan Benda Haram dalam Persektif
Islam”, AL-QIBLAH 3, no. 3 (Mei 2024): h. 362-369.

15> Muhammad Jamalulail dan Burhanuddin Susamto, "Konsep Dariirat dalam Penetapan Toleransi
Riba Pada Efek Syariah", Journal of Islamic Business Law 6, no. 4 (2022): h. 1-17.
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Kelima, Ainun Islamiati, Dewi Indriani, dan A. Hawariah dalam penelitian
berjudul “Aktualisasi Kaidah al-Dariirat tubihu al-Mahzirat pada Tindakan Anestesi”!®
menjelaskan bahwa penggunaan anestesi dalam tindakan medis dapat dibolehkan karena
adanya kebutuhan darurat. Namun, kebolehan tersebut harus dibatasi sesuai dengan kadar
kebutuhan dalam pelaksanaan operasi. Penelitian tersebut membahas penerapan kaidah
darurat pada penggunaan zat anestesi, sedangkan penelitian ini menelaah penerapan
kaidah tersebut pada pinjaman riba sebagai sarana pembiayaan pengobatan.

Penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer dengan
mengangkat persoalan pinjaman riba untuk kebutuhan pengobatan darurat. Persoalan
tersebut dianalisis melalui pendekatan normatif agar dapat dipahami dari sisi hukum dan
realitas sosial. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan kaidah al-
Dariirat tubihu al-Mahziirat pada pembiayaan rumah, tindakan operasi, obat yang berasal
dari benda haram, anestesi, atau riba dalam pasar modal, sedangkan penelitian ini
menitikberatkan pembahasan pada kondisi medis darurat. Pembahasan ini memiliki
relevansi karena mencakup larangan riba, kebutuhan medis yang mendesak, keterbatasan
akses terhadap pembiayaan halal, dan batas kebolehan dalam menggunakan kaidah
darurat.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kaidah al-Dariirat tubthu al-Mahzirat
1. Definisi Kaidah al-Darirat tubthu al-Mahzirat

Dalam kajian hukum Islam, kaidah al-Darirat tubihu al-Mahzirat termasuk
kaidah fikih yang memiliki kedudukan penting. Kaidah ini digunakan untuk menjelaskan
kondisi seorang al-Mukallaf yang berada dalam keadaan darurat, sehingga tidak memiliki
pilihan lain kecuali melakukan sesuatu yang hukum asalnya terlarang.'” Melalui kaidah
ini, dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak hanya menetapkan ketentuan hukum pada
keadaan biasa, tetapi juga membuka ruang rukhsah ketika manusia menghadapi
kebutuhan yang sangat mendesak.

Adapun secara bahasa, kaidah al-Darirat tubihu al-Mahzirat terdiri atas tiga
unsur pokok vyaitu al-Dararat, tubihu, dan al-Mahzirat. Kata al-Darirat merupakan
bentuk jamak dari dariirah yang berarti keadaan terpaksa atau kebutuhan yang sangat
mendesak. Kata fubihu berarti membolehkan, sedangkan al-Mahzirat berarti perkara-
perkara yang dilarang.’® Dengan demikian, secara bahasa kaidah ini dapat dipahami
sebagai prinsip bahwa keadaan darurat dapat menjadi sebab dibolehkannya perkara yang
pada asalnya dilarang.

Adapun secara istilah, kaidah al-Darirat tubthu al-Mahziirat merupakan kaidah
fikih yang menjelaskan bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan darurat yang

16 Ainun Islamiati, Dewi Indriani, dan A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah al-Dariirat Tubihu
al-Mahzirat pada Tindakan Anestesi", 4/-Qiblah 1, no. 1 (2022): h. 105-116.

17 Ade Nur Rohim, “Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the
Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat
22,no. 1 (Juni 2022): h. 63-80.

18 ¢ Abd al-Kartm Zaidan, AI-Wajiz fi Syarh al-Qawa ‘id al-Fighiyyah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah,
Juz 2 (Cet. I; Bagdad: Mu’assasah Qurtubah, 1976 M/1396 H), h. 235.
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mengancam salah satu kebutuhan pokoknya, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, atau
harta, sementara apabila tidak tersedia alternatif yang dibenarkan syariat untuk
menghilangkan bahaya tersebut, maka ia diberikan keringanan untuk melakukan perkara
yang pada asalnya dilarang.’ Dengan kata lain, kaidah ini menegaskan bahwa larangan
syariat dapat memperoleh pengecualian dalam kondisi tertentu apabila pengecualian
tersebut diperlukan demi mencegah munculnya bahaya yang lebih berat.

Namun, kebolehan yang didasarkan pada kaidah ini tidak bersifat mutlak.
Kebolehan tersebut merupakan bentuk rukhsah, yaitu keringanan syariat yang diberikan
karena adanya uzur atau keadaan tertentu. Oleh sebab itu, kebolehan karena darurat hanya
berlaku selama keadaan darurat masih ada dan harus dibatasi sesuai kadar kebutuhan.?

2. Dalil Kaidah al-Dararat tubthu al-Mahzirat

Kaidah al-Dararat tubihu al-Mahzirat memiliki landasan yang kuat dalam
Al-Qur’an dan hadis. Salah satu dalil yang paling jelas mengenai kaidah ini terdapat
dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:173.

R;j;ibsd\il;;\u“uujgtj;;];;\

Terjemahnya:

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.?

Ayat ini menunjukkan bahwa perkara yang asalnya haram dapat menjadi boleh
apabila seseorang benar-benar berada dalam keadaan terpaksa. Namun, ayat tersebut juga
memberikan dua batasan penting, yaitu gaira bagin dan la ‘adin. Artinya, orang yang
mengambil keringanan tersebut tidak boleh dengan sengaja mencari-cari alasan untuk
melakukan yang haram dan tidak boleh melampaui batas kebutuhan.?? Oleh sebab itu,
ayat ini menjadi fondasi utama bahwa kebolehan karena darurat harus tetap dibatasi oleh
kadar kebutuhan. Dalil lain yang menjadi dasar kaidah darurat terdapat dalam
Q.S. al-An‘am/6:119.

o o S A& & 08 o T PR 0 s

uswp\umr_ﬁpffuvﬁ&m»}
Terjemahnya:

Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya

kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.?

Ayat ini menegaskan bahwa hukum asal terhadap perkara yang diharamkan tetap
berlaku. Akan tetapi, syariat memberikan pengecualian ketika seseorang berada dalam
keadaan darurat. Lafaz illa ma udturirtum ilaih menunjukkan bahwa syariat membuka
ruang pengecualian ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain untuk menjaga
keselamatan dirinya. Dengan demikian, pengecualian tersebut tidak dapat diterapkan

1 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, 4l-Qawa ‘id al-Fighiyyah wa tatbiqatuha fi al-Mazahib al-

Arba ‘ah, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 276.

20 <Abd al-Wahhab Khallaf, ‘lim Usil al-Figh, Juz 1 (Cet. VIII; Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.p.:
Maktabah al-Da‘wah Syabab al-Azhar, 1375 H), h. 352.

2! Kementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.26.

22 Abii al-Fida> ‘Imad al-Din Isma‘1l bin ‘Umar bin Kasir, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, Juz 1 (Cet. I;
Bairtt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 350-351.

23 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.143.
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secara bebas, tetapi harus didasarkan pada keadaan terpaksa yang benar-benar nyata.*
Selain itu, prinsip yang sama diperkuat setelah Allah menyebutkan beberapa makanan
yang diharamkan, sebagalmana ﬁrman-Nya Q S. al Ma’idah/5:3.

Terjemahnya:

Barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka

sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.?’

Berdasarkan ayat tersebut, keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa, seperti
kelaparan berat, dapat menjadi sebab diperbolehkannya sesuatu yang pada dasarnya
haram. Meski demikian, kebolehan ini tidak berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja
mengarah kepada dosa. Oleh karena itu, konsep darurat perlu dipahami secara hati-hati,
karena penilaiannya tidak hanya berkaitan dengan beratnya kondisi, tetapi juga dengan
niat, kebutuhan nyata, dan batas tindakan yang dilakukan.?® Adapun dari hadis, kaidah ini
berkaitan erat dengan sabda Nabi saw.

27(6)9‘ dm g Lo 1 w’%wb axlo pholy)) Jle Uy 02 J

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. (Diriwayatkan oleh

Ibnu Majah, al-Daraqutni, dan selain keduanya, serta dinilai hasan oleh al-

Nawawt)

Hadis ini menjadi dasar umum bagi kaidah al-Darar yuzal, yaitu bahwa
kemudaratan  harus  dihilangkan.?®  Karena  kaidah  al-Darirat  tubihu
al-Mahzirat merupakan cabang dari prinsip penghilangan mudarat, maka hadis ini
menjadi landasan penting dalam memahami bahwa syariat tidak membiarkan manusia
berada dalam bahaya berat tanpa jalan keluar yang dibenarkan. Dalam hal ini, pengobatan
yang berkaitan dengan keselamatan jiwa termasuk perkara yang sangat diperhatikan oleh
syariat, sebab menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan pokok hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa kaidah
al-Darirat tubihu al-Mahzirat bukan semata-mata hasil pertimbangan akal, melainkan
bersumber dari dasar nas yang kuat. Meski demikian, dalil-dalil tersebut juga
menunjukkan bahwa kebolehan karena darurat tidak dapat dipisahkan dari batasan-
batasan syariat. Karena itu, penggunaan kaidah ini dalam kasus pinjaman riba untuk
pengobatan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Penilaiannya harus mencakup
tingkat kemendesakan pengobatan, ketiadaan alternatif halal, serta pembatasan jumlah
pinjaman sesuai kadar kebutuhan.

3. Batasan dan Syarat-syarat Penerapan Kaidah Darurat

24 Abii al-Fida’ ‘Imad al-Din Isma‘1l bin ‘Umar bin Kasir, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, h. 350-351.

25 Kementerian Agama Republik Indonesia, 41-Qur’an dan Terjemahnya, h.107.

26 Abii al-Fida’ ‘Imad al-Din Isma‘1l bin ‘Umar bin Kastr, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, h. 483.

27 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami, A/-Fath al-Mubin bi Syarh al-Arba ‘in (Cet.
I; Jeddah: Dar al-Minhaj, 1428 H/2008 M), h. 515.

28 Muhammad Sidqt bin Ahmad bin Muhammad Ali Biirnii Abii al-Hari$ al-Gazzi, Al-Wajiz fi Idah
Qawa ‘id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. IV; Bairiit: Mu’assasah al-Risalah al-‘ Alamiyyah, 1416 H/1996 M), h.
251.
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Penerapan kaidah al-Dararat tubihu al-Mahzirat tidak dapat dilakukan tanpa
betas. Kaidah ini memang memberikan ruang keringanan ketika seseorang berada dalam
keadaan darurat, tetapi keringanan tersebut tetap harus dibatasi oleh syarat-syarat tertentu.
Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa Laisa kullu man idda‘a wujida al-Darirah
yvusallamu lahu iddi‘a’vhu au yubahu fi‘luhu yaitu tidak setiap orang yang mengaku
adanya darurat dapat diterima pengakuannya atau dibolehkan perbuatannya.?’

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa darurat bukan sekadar pernyataan
pribadi, melainkan keadaan yang harus dibuktikan dengan ukuran syar 7 yang jelas. Oleh
karena itu, para ulama menetapkan sejumlah batasan agar kaidah darurat tidak diterapkan
secara longgar untuk membenarkan perkara yang diharamkan tanpa alasan yang benar.
Dengan demikian, setiap penerapan kaidah darurat harus memperhatikan tingkat
kebutuhan, ketiadaan alternatif yang halal, serta batasan bahwa keringanan hanya berlaku
sebatas kadar darurat yang benar-benar diperlukan. Syarat-syarat penerapan kaidah
al-Darirat tubthu al-Mahziirat adalah sebagai berikut:

Pertama, keadaan darurat harus benar-benar sedang terjadi, bukan hanya dugaan
atau kekhawatiran yang belum jelas. Maksudnya, seseorang tidak boleh menggunakan
alasan darurat hanya karena merasa takut akan terjadi bahaya di masa depan, kecuali
bahaya itu benar-benar kuat dan nyata menurut kebiasaan atau pertimbangan yang dapat
dipercaya. Dalam hal ini, darurat harus berhubungan dengan ancaman nyata terhadap
jiwa, anggota tubuh, akal, harta, atau kepentingan pokok lainnya yang diakui syariat.>

Kedua, orang yang berada dalam keadaan darurat tidak memiliki jalan lain kecuali
melakukan perkara yang pada asalnya dilarang. Dengan kata lain, selama masih ada cara
yang halal dan dibolehkan syariat untuk menghilangkan bahaya, maka tidak boleh
langsung mengambil jalan yang haram.’! Kaidah darurat baru dapat diterapkan apabila
pelanggaran terhadap larangan syariat benar-benar menjadi satu-satunya sarana untuk
menghindari bahaya.

Ketiga, keadaan darurat harus bersifat memaksa dan mendesak. Maksudnya,
seseorang berada dalam kondisi yang apabila tidak segera mengambil tindakan tertentu,
ia dikhawatirkan mengalami kerusakan serius, seperti hilangnya nyawa, rusaknya
anggota tubuh, atau kerugian besar yang tidak dapat ditanggung secara normal.*? Oleh
karena itu, keadaan biasa, kesulitan ringan, atau kebutuhan yang masih dapat ditunda
tidak dapat langsung disebut sebagai darurat.

Keempat, sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar
kebutuhan. Artinya, keringanan tidak boleh digunakan melebihi kebutuhan. Jika bahaya
dapat dihilangkan dengan kadar yang sedikit, maka tidak boleh mengambil lebih dari itu.

2 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Nazariyyat al-Darirah al-Syar ‘iyyah Muqaranah ma‘a al-
Qanin al-Wad 7 (Cet. 1V; Bairiit: Mu’assasah al-Risalah, 1405 H/1985 M), h. 68.

30 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Nazariyyat al-Darirah al-Syar ‘iyyah Muqaranah ma‘a al-
Qaniin al-Wad 7, h. 69.

31 Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kafi al-Subki, AI-4sybah wa al-Naza 'ir, tahqiq:
‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujiid dan ‘All Muhammad Mu‘awwad, Juz 1 (Cet. I; Bairiit: Dar al-Kutub
al-‘Tlmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 45.

32 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyiiti, Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa ‘id wa Furii‘ Figh
al-Syafi ‘iyyah (Cet. I; t.t.p.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 84-86
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Dengan batasan ini, darurat tidak berubah menjadi pintu pembolehan yang luas terhadap
perkara haram.*’

Kelima, penggunaan sesuatu yang terlarang dalam keadaan darurat tidak cukup
didasarkan pada perkiraan pribadi. Dalam perkara yang membutuhkan keahlian tertentu,
penilaian darurat harus merujuk kepada orang yang memiliki ilmu dan dapat dipercaya.
Hal ini bertujuan agar alasan darurat tidak digunakan secara sembarangan, tetapi benar-
benar berdasarkan kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, keadaan darurat tidak selalu dapat diukur dengan batas waktu tertentu
secara kaku. Ukuran darurat kembali kepada ada atau tidaknya bahaya yang nyata.
Selama bahaya itu masih ada, maka keadaan darurat dapat dipertimbangkan.’*
Sebaliknya, apabila sebab darurat telah hilang, maka keringanan yang diberikan juga
berakhir. Dengan demikian, yang menjadi ukuran bukan lamanya waktu, melainkan
keadaan yang benar-benar dihadapi oleh seseorang.

4. Kaidah-Kaidah Turunan yang Berkaitan dengan Kaidah Darurat

Kaidah asal dari al-Darirat tubthu al-Mahzarat adalah kaidah al-Masyaqqah
tajlibu al-Taisir, yaitu kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Kaidah ini
menjelaskan bahwa apabila seseorang menghadapi kesulitan yang berat dalam
menjalankan hukum syariat, maka Islam memberikan ruang keringanan sesuai dengan
keadaan yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bertujuan
untuk memberatkan manusia, tetapi memberikan kemudahan ketika terdapat kesulitan
yang benar-benar membutuhkan keringanan.

Dari kaidah induk tersebut, lahirlah beberapa kaidah cabang. Salah satunya adalah
kaidah al-Darirat tubthu al-Mahzirat, yaitu keadaan darurat dapat membolehkan
perkara yang pada hukum asalnya dilarang. Kaidah ini disebut sebagai cabang dari
al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir karena darurat merupakan salah satu bentuk kesulitan
yang paling berat. Dalam keadaan darurat, seseorang berada pada kondisi yang sangat
mendesak. Apabila tidak segera mengambil tindakan tertentu, dikhawatirkan akan terjadi
bahaya besar terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta.

Hubungan antara kedua kaidah tersebut dapat dipahami secara sederhana. Kaidah
al-Masyaqqah ajlibu al-Taisir membahas kesulitan secara umum, sedangkan kaidah
al-Darirat Tubthu al-Mahziirat membahas kesulitan yang sudah sampai pada tingkat
darurat. Dengan kata lain, tidak semua kesulitan dapat disebut darurat, tetapi setiap
keadaan darurat pasti mengandung kesulitan yang berat. Dari sini dapat dipahami bahwa
kaidah al-Dariirat tubthu al-Mahzirat merupakan bentuk penerapan khusus dari kaidah
al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir.

Kaidah al-Dariirat tubithu al-Mahzirat menunjukkan bahwa syariat Islam tidak
hanya mengatur manusia dalam keadaan normal, tetapi juga memberikan jalan keluar
ketika seseorang berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Dalam keadaan seperti
itu, sesuatu yang asalnya dilarang dapat diberi keringanan apabila larangan tersebut justru
menimbulkan bahaya yang lebih besar. Namun, kebolehan ini tidak boleh dipahami

33 Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibn Nujaim, 4/-Asybih wa al-Naza'ir ‘ala Mazhab Abi
Hanifah al-Nu ‘man, tahqiq: Zakariyya ‘Umairat (Cet. [; Bairtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999
M), h. 73-74.

3 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Nazariyyat al-Dariirah al-Syar ‘iyyah Mugaranah ma‘a al-
Qanun al-Wad 1, h. .

326 | Riskayanti, Hendra Wijaya, Riska
Penerapan Kaidah Al-Dardrat tubihu al-MahziratTerhadap Pinjaman Riba Untuk Pengobatan



AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab diiall
Vol. 2, No. 2 (2026): 317-341 ‘AL-MUNTAQA

doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3440

secara bebas. Darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk membolehkan semua perkara
yang haram tanpa batas.

Kaidah darurat harus diterapkan dengan hati-hati. Keringanan yang diberikan
karena darurat tetap memiliki batas. Batasan ini penting agar seseorang tidak menjadikan
darurat sebagai alasan untuk meremehkan larangan syariat. Dalam rangka menjaga
batasan tersebut, para ulama menjelaskan beberapa kaidah turunan yang berfungsi
sebagai pengontrol dalam penerapan kaidah al-Dararat Tubthu al-Mahzirat. Di antara
kaidah turunan yang berkaitan langsung dengan kaidah darurat adalah al-Dariirah
tugaddaru bi qadariha dan al-Idtirar la yubtilu Haqqa al-Gair.

Pertama, kaidah al-Dariirah tugaddaru bi gadariha menjelaskan bahwa sesuatu
yang pada asalnya dilarang, apabila dibolehkan karena keadaan darurat, maka
kebolehannya hanya berlaku sebatas kebutuhan yang diperlukan. Seseorang tidak boleh
menggunakan alasan darurat untuk mengambil lebih dari kadar yang dibutuhkan.?*
Dengan demikian, kaidah ini menjadi pembatas utama bagi kaidah al-Dararat tubihu
al-Mahzirat, karena ia menegaskan bahwa darurat tidak membuka kebolehan secara luas,
tetapi hanya memberikan keringanan sesuai kadar kebutuhan.

Contohnya, seseorang yang berada dalam kondisi sangat lapar dan tidak
menemukan makanan halal, sedangkan jika ia tidak makan dikhawatirkan akan
membahayakan jiwanya, maka ia dibolehkan memakan makanan yang pada asalnya
haram sebatas untuk menyelamatkan dirinya. Namun, kebolehan tersebut tidak berarti ia
boleh memakannya secara berlebihan atau menjadikannya sebagai kebiasaan. Ia hanya
boleh mengambil sesuai kadar yang diperlukan sampai bahaya terhadap dirinya hilang.
Setelah kondisi darurat berakhir, hukum asal kembali berlaku dan makanan yang haram
tetap tidak boleh dikonsumsi.*®

Kedua, kaidah al-Idtirar la yubtilu haqqa al-Gair. Kaidah ini berarti bahwa
keadaan terpaksa tidak menggugurkan hak orang lain. Artinya, seseorang yang berada
dalam keadaan darurat memang dapat memperoleh keringanan hukum, tetapi keringanan
itu tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Darurat tidak boleh menjadi alasan
untuk mengambil hak orang lain secara zalim, mengabaikan tanggung jawab, atau
melepaskan kewajiban yang tetap harus ditunaikan.

Contohnya, seseorang yang terancam kelaparan boleh mengambil makanan milik
orang lain apabila tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwanya. Akan tetapi,
keadaan terpaksa tersebut tidak menghapus hak pemilik makanan. Orang yang
mengambil makanan itu tetap berkewajiban mengganti nilainya apabila ia telah mampu.
Dalam konteks pinjaman riba untuk pengobatan, kaidah ini menunjukkan bahwa keadaan
darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk menipu dalam akad, mengabaikan hak pihak
lain, atau melepaskan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman.

B. Konsep Riba Dan Kebutuhan Pembiayaan Pengobatan

35 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, Al-Qawa ‘id al-Fighiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib
al-Arba ‘ah, Juz 1, h. 281.
36 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suytti, AI-Asybah wa al-Naza'ir, h. 84.

327 | Riskayanti, Hendra Wijaya, Riska
Penerapan Kaidah Al-Dardrat tubihu al-MahziratTerhadap Pinjaman Riba Untuk Pengobatan



AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab diiall
Vol. 2, No. 2 (2026): 317-341 ‘AL-MUNTAQA

doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3440

1. Definisi Riba
Secara bahasa, istilah riba berasal dari kata raba—yarbii yang bermakna
bertambah, tumbuh, atau melebihi batas yang semestinya.?’” Ibnu Manziir dalam Lisan
al-'Arab menjelaskan bahwa riba pada asalnya menunjukkan makna pertambahan yang
melampaui ukuran asal sesuatu.*®
Adapun secara istilah fikih, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan
yang disyaratkan dalam akad pertukaran harta dengan harta yang sejenis, atau tambahan
yang dipersyaratkan dalam akad utang-piutang sebagai imbalan atas penundaan waktu
pembayaran, tanpa adanya kompensasi (iwad) yang dibenarkan oleh syariat.*® Dengan
demikian, riba bukan sekadar tambahan nilai secara ekonomi, melainkan tambahan yang
lahir dari mekanisme transaksi yang mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi
terhadap pihak yang membutuhkan.
2. Landasan Hukum Larangan Riba
Dasar hukum mengenai larangan riba dalam Al-Qur’an sangat tegas. Allah
berﬁrman dalam Q.S. Al- Baqarah/Z 275.

V'GJL) J: 'i. wj\w OUQ.WJ\ 4,19..9;4 LgJJ\ 63’0 LA.{U\ d)ﬁ)ﬂ U bJJ\ djlfb u;.ﬂ\
L:JJ\(J;-)CJ\AU\J;-U L;J,S\ C,J\Lu\\jjb
Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya

orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka

berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-
beli dan mengharamkan riba.*’

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba tidak dapat disamakan, karena jual
beli dihalalkan oleh Allah Swt., sedangkan riba diharamkan. Ibnu Kasir menjelaskan
bahwa pembedaan ini menunjukkan kekeliruan orang-orang yang menyamakan
keuntungan jual beli dengan tambahan riba.*! Al-Tabari juga menempatkan ayat ini dalam
pembahasan khusus tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba, sehingga ayat
tersebut menjadi dasar utama dalam membedakan transaksi yang sah dan transaksi
ribawi.*? Dalil lain terdapat dalam Q.S. al Baqarah/2 :278-2779.
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37 Muhammad al-Kitabi, dkk., Al-Figh al-Manhaji ‘ald Mazhab al-Imam al-Syafi 7, Juz 6 (Cet. IV;
Damaskus: Dar al-Qalam li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1413 H/1992 M), h. 65.

38 “Riba,” Lisan al-‘Arab, al-Maktabah al-Islamiyyah Islamweb.
https://www.islamweb.net/ar/library/content/122/3030 (15 Juni 2026).

39 Muhammad ‘Amim al-Thsan al-Mujaddid al-Barak(i, 4/-Ta ‘rifat al-Fighiyyah (Cet. 1; Bairiit: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 102.

40 Kementerian Agama Republik Indonesia, 41-Qur’an dan Terjemahnya, h.47.

41 ‘Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma‘Tl bin ‘Umar bin Kasir al-Damaskusi, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim,
Juz 46 (Cet. I; Bairtt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 204.

42 Abii Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari Jami‘ al-Bayan ‘an Ta'wil Ay
al-Qur’an, Juz 5 (Cet. I; al-Qahirah: Dar Hijr lil-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1422 H/2001 M),
h. 43.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah

perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi

(dirugikan).®

Ayat ini menunjukkan tahap puncak pengharaman riba dalam Al-Qur'an dengan
ancaman terberat berupa pengumuman perang dari Allah dan Rasul-Nya.** Ibn Kasir
menegaskan bahwa ancaman tersebut menunjukkan betapa besar dan seriusnya
keharaman riba dalam syariat Islam. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hak pemberi
pinjaman hanya sebatas pokok harta, tanpa tambahan apapun yang menzalimi pihak yang
berutang.*’ Selain Al-Qur'an, larangan riba juga ditegaskan dalam hadis Nabi saw. yang
diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah saw. bersabda:

(s 01 9)) o) o8 1By capall g 317 AlS5a s LI ST (s el ll o alll J e )
46
Artinya:

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan kedua

saksinya. Beliau bersabda, “Mereka semua sama” (H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya ditujukan kepada pihak
yang memperoleh tambahan dari transaksi tersebut, tetapi juga mencakup seluruh pihak
yang terlibat di dalamnya. Ungkapan hum sawa’ (mereka semua sama) mengindikasikan
bahwa syariat tidak memberikan ruang bagi partisipasi dalam praktik ribawi dalam
bentuk apa pun.*’ Dengan demikian, keterlibatan dalam transaksi riba dipandang sebagai
perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan moral bagi setiap pihak yang
berkontribusi terhadap terjadinya praktik tersebut. Selain berdampak pada individu, riba
juga dipahami dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat.*®

3. Jenis-Jenis Riba

Dalam al-Mawsii ‘ah al-Fighiyyah dijelaskan bahwa riba terbagi menjadi tiga
jenis, yaitu riba al-Nasi’ah, riba al-Fadl, dan riba al-Qard.*® Ketiga jenis riba tersebut
memiliki bentuk yang berbeda diantaranya sebagai berikut:

a. Riba al-Nasi’ah

43 Kementerian Agama Republik Indonesia, A4I-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47.

4 Abii Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari Jami‘ al-Bayan ‘an Ta'wil Ay
al-Qur’an, Juz 5, h. 51.

45 Abi al-Fida’ Isma‘1l bin ‘Umar bin Kasir al-Qurasy1 al-Damaskusi, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,
Juz 1 (Cet. II; al-Riyad: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1420 H/1999 M), h. 717.

46 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-QusyairT al-Naisabiri, Sahih Muslim, Juz 3 (al-Qahirah:
Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka’ih, 1374 H/1955 M), h. 1219.

47 Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Usaimin, Ta ‘ligat Ibn ‘Usaimin ‘ala al-Kafi li Ibn
Qudamah ila Awwal Kitab al-Wagqf wa Huwa Akhir, Juz 4 (t.t.: t.p., t.th.), h. 275.

48 Sa‘1d bin ‘Al1 bin Wahf al-Qahtani, A/-Riba: Adraruhu wa Asaruhu fi Dau’ al-Kitab wa al-Sunnah
(Riyadh: Matba‘ah Safir, t.th.), h. 71.

4 Majmii‘ah min al-Bahi$in bi Isyraf al-Syaikh ‘Alawi bin ‘Abd al-Qadir al-Saqqaf, A/l-Mausii ‘ah
al-Fighiyyah, Juz 2 (t.t.p.: Mauqi‘ al-Durar al-Saniyyah ‘ala al-Intarnit, Rab1‘ al-Awwal 1433 H), h. 422
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Riba al-Nasi’ah adalah tambahan yang diambil karena adanya penangguhan
waktu pembayaran. Bentuknya seperti seseorang memberikan uang sebesar seribu secara
tunai, kemudian mensyaratkan agar uang tersebut dikembalikan setelah satu tahun
sebesar seribu seratus. Tambahan tersebut terjadi karena adanya penundaan waktu
pembayaran.>

Termasuk dalam riba al-Nasi’ah adalah penggandaan utang kepada orang yang
sedang mengalami kesulitan. Bentuknya, seseorang memiliki piutang bertempo kepada
orang lain. Ketika waktu pembayaran telah jatuh tempo, pemberi utang berkata, “Apakah
engkau akan melunasi atau menambah?” Apabila orang yang berutang mampu
membayar, maka utangnya selesai. Namun, apabila ia belum mampu membayar, maka
waktu pembayaran diperpanjang dan jumlah utangnya ditambah. Akibatnya, jumlah
utang dalam tanggungan orang yang berutang semakin bertambah dan berlipat ganda.
Praktik seperti ini merupakan asal riba pada masa jahiliah. Allah Swt. mengharamkan
praktik tersebut dan mewajibkan pemberian tenggang waktu kepada orang yang sedang
kesulitan membayar utang. Jenis ini termasuk riba yang paling berbahaya karena besar
dampak mudaratnya.

Riba al-Nasi’ah juga dapat terjadi dalam jual beli dua jenis barang yang memiliki
kesamaan ‘illat riba al-Fadl, tetapi terdapat penundaan dalam penerimaan keduanya atau
salah satunya. Contohnya adalah jual beli emas dengan emas, gandum dengan gandum,
dan semisalnya. Demikian pula jual beli satu jenis barang dengan jenis lain dari barang-
barang ribawi tersebut secara bertempo.

b. Riba al-Fadl

Riba al-Fadl adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan
yang disertai adanya tambahan. Hukumnya haram. Syariat telah menegaskan
keharamannya pada enam jenis barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan
garam. Dalam pertukaran barang-barang tersebut, apabila jenisnya sama, maka harus
sama kadarnya, seimbang, dan dilakukan secara tunai. Apabila jenis-jenis barang tersebut
berbeda, maka boleh diperjualbelikan sesuai kesepakatan selama dilakukan secara
tunai.>!

Keenam jenis barang tersebut menjadi dasar giyds bagi barang-barang lain yang
memiliki kesamaan ‘illat dengannya. Pada emas dan perak, ‘illat-nya adalah nilai tukar
atau alat pembayaran. Adapun pada empat jenis lainnya, ‘illat-nya adalah makanan yang
ditakar atau makanan yang ditimbang. Ukuran takaran merujuk kepada takaran penduduk
Madinah, sedangkan ukuran timbangan merujuk kepada timbangan penduduk Makkah.
Adapun barang yang tidak ditemukan ketentuannya dalam dua ukuran tersebut, maka
ukurannya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Setiap barang yang berlaku
padanya ribd al-Fadl, maka berlaku pula padanya riba al-Nasi’ah.

c. Riba al-Qard

Riba al-Qard adalah riba yang terjadi dalam akad pinjaman. Bentuknya adalah
seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kemudian mensyaratkan agar orang
tersebut mengembalikan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjam. Riba al-Qard
juga terjadi apabila pemberi pinjaman mensyaratkan adanya manfaat tertentu kepada

30 Sa‘1d bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, 4/-Riba: Adraruhu wa Asaruhu fi Dau’ al-Kitab wa al-Sunnah
(Riyadh: Matba‘ah Safir, t.th.), h. 26.
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peminjam, seperti mensyaratkan agar peminjam memberikan tempat tinggal di rumahnya
selama satu bulan.

Riba al-Qard hukumnya haram apabila tambahan atau manfaat tersebut
disyaratkan dalam akad pinjaman. Namun, apabila tambahan atau manfaat itu tidak
disyaratkan sebelumnya, lalu peminjam memberikannya secara sukarela, maka hal
tersebut dibolehkan dan bernilai pahala.

C. Urgensi Pengobatan dan Kedudukannya dalam Islam

1. Definisi Pengobatan

Pengobatan dalam kajian Islam dikenal dengan istilah al-Tadawi, yaitu usaha
menggunakan obat, tindakan medis, atau perawatan tertentu untuk menghilangkan
penyakit atau mencegahnya bertambah parah. Dalam pembahasan fikih kontemporer,
al-Tadawr juga dipahami sebagai penggunaan sarana pengobatan untuk tujuan terapi dan
pencegahan penyakit, sehingga maknanya tidak terbatas pada obat yang diminum saja.
Pengertian ini mencakup pemeriksaan dokter, penggunaan obat, tindakan bedah, terapi
fisik, perawatan luka, pengaturan makanan, hingga upaya pencegahan penyakit.>

Dengan pengertian tersebut, cakupan pengobatan menjadi sangat luas. Pelayanan
kesehatan meliputi pemeriksaan dokter, penggunaan obat-obatan, tindakan bedah, terapi
fisik, perawatan luka, pengaturan pola makan, rehabilitasi, serta berbagai bentuk
pencegahan penyakit. Oleh karena itu, pengobatan dalam Islam tidak dapat dipandang
hanya sebagai tindakan teknis medis, tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiar manusia
dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri.

2. Landasan Pengobatan dalam Islam

Pengobatan dalam pandangan Islam bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari
kewajiban manusia dalam menjaga jiwa (hifz al-Nafs) yang merupakan salah satu dari
lima tujuan pokok syariat (al-Magqdsid al-Khams).>> Syariat Islam tidak membiarkan
penyakit dibiarkan begitu saja tanpa ikhtiar, sebagalmana sabda Rasulullah saw.:

s S0 8 z }///e/’ }\ s s0z -

54(6)\>=J\ o\j)) ;,La..w 4 JJ.:\ U\ ;\J & JJJ\ Le

Artinya:

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya.

(H.R. al-Bukhar)

Hadis ini menjadi landasan bahwa mencari pengobatan adalah bagian dari
sunnatullah yang dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib apabila
menyangkut keselamatan jiwa. Para ulama fikih menegaskan bahwa hukum berobat
bergerak sesuai dengan tingkat bahaya yang dihadapi, mulai dari mubah, sunah, hingga
wajib, tergantung sejauh mana nyawa seseorang terancam apabila tidak segera
ditangani.>®

32 Abd al-Razzaq bin ‘Abdillah Salih bin Galib al-Kindi, AI-Muftirat al-Tibbiyyah al-Mu ‘asirah:
Dirasah Fighiyyah Tibbiyyah Muqgaranah (Cet. I; t.t.: Dar al-Haqiqah al-Kauniyyah li al-Nasyr wa
al-Tauzi‘, 1435 H/2014 M), h. 57..

>3 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dar
al-Fikr, t.th.), h. 5204.

3 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhart, Juz 7 (Cet. I; BairGit: Dar
Tawq al-Najah, 1422 H), h. 122.

35 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, h. 5204.
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Dari hadis tersebut juga dapat dipahami bahwa pengobatan memiliki kedudukan
penting dalam Islam. Syariat tidak mengajarkan manusia untuk pasrah secara pasif
terhadap penyakit, tetapi mendorong adanya usaha untuk menjaga kesehatan, mencegah
bahaya, dan menghilangkan mudarat. Karena itu, mencari pengobatan dapat bernilai
ibadah apabila dilakukan dengan niat menjaga amanah tubuh dan menghindari kerusakan
yang lebih besar.

3. Hukum Pengobatan

Hukum pengobatan dalam Islam tidak berada pada satu hukum yang tetap untuk
semua keadaan. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hukum berobat dapat berbeda-beda
sesuai dengan kondisi penyakit, tingkat bahaya, dan akibat yang mungkin muncul apabila
pengobatan tidak dilakukan. Dengan kata lain, hukum pengobatan dapat bergerak dari
mubah, sunah, hingga wajib, tergantung pada kebutuhan dan tingkat urgensinya.>®

Pada asalnya, berobat dapat dihukumi mubah, yaitu boleh dilakukan ketika
penyakit yang diderita tergolong ringan dan tidak menimbulkan bahaya serius apabila
tidak segera ditangani. Dalam keadaan tertentu, pengobatan dapat menjadi sunah atau
sangat dianjurkan apabila penyakit tersebut menimbulkan gangguan yang nyata,
melemahkan tubuh, atau dapat berkembang menjadi lebih berat. Adapun dalam kondisi
darurat, pengobatan dapat menjadi wajib apabila penyakit tersebut mengancam
keselamatan jiwa atau dapat menyebabkan kerusakan berat pada tubuh apabila tidak
segera ditangani.

Dalam kajian fikih, kebutuhan terhadap pengobatan tidak dipandang dalam derajat
yang seragam. Para ulama mengelompokkannya ke dalam beberapa tingkatan
berdasarkan tingkat urgensi serta dampak yang dapat timbul apabila pengobatan ditunda
atau tidak dilakukan.’’

Pertama, tingkat dariirah (darurat), yaitu keadaan ketika keselamatan jiwa
seseorang terancam apabila tidak segera memperoleh penanganan medis.’® Pada kondisi
ini, pengobatan menjadi wajib dan syariat memberikan berbagai bentuk keringanan
hukum. Contohnya ialah pasien yang mengalami serangan jantung akut dan memerlukan
tindakan segera, penderita kecelakaan berat dengan perdarahan internal, pasien gagal
ginjal stadium akhir yang membutuhkan cuci darah secara rutin, atau penderita kanker
stadium lanjut yang memerlukan terapi untuk mempertahankan keselamatan jiwanya.
Dalam keadaan seperti ini, menunda pengobatan dapat berakibat pada hilangnya nyawa,
sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan.

Kedua, tingkat hdjah (kebutuhan mendesak). Pada tingkatan ini, penyakit yang
dialami belum secara langsung mengancam jiwa, tetapi apabila tidak ditangani dapat
menyebabkan kerusakan permanen, kecacatan, atau penurunan fungsi tubuh yang
serius.> Oleh karena itu, pengobatan sangat dianjurkan karena pengabaiannya berpotensi

6 Muhammad bin ‘Abdillah al-Tarifi, Asar Tatawwur al-Ma ‘arif al-Tibbiyyah ‘ala Tagayyur
al-Fatwa wa al-Qada’ (t.t.: t.p., t.th.), h. 422.

57 Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Magasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar
Manusia Menurut Abraham Maslow,” AL-FIKR 22, No. 1 (2020), h. 56.

8 Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Biirnii Abii al-Hari$ al-Gazzi, Al-Wajiz fi Idah
Qawa ‘id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. IV; Bairiit: Mu’assasah al-Risalah al-‘ Alamiyyah, 1416 H/1996 M), h.
242.

% Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa ‘id al-Fighiyyah (Cet. 1I; Damaskus:
Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 209.
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menimbulkan mudarat yang lebih besar. Contohnya meliputi pengobatan rutin bagi
penderita diabetes untuk mencegah komplikasi, tindakan operasi pada gangguan
penglihatan progresif yang dapat menyebabkan kebutaan, penanganan tumor jinak yang
berpotensi menekan saraf penting, atau pengobatan infeksi tulang agar tidak menyebar ke
bagian tubuh lainnya. Meskipun belum mencapai kondisi darurat, kebutuhan untuk
berobat pada keadaan ini tetap memiliki urgensi yang kuat.

Ketiga, tingkat tahsiniyyah (penyempurna). Ini adalah pengobatan yang bersifat
pelengkap dan tidak terkait langsung dengan ancaman jiwa maupun kerusakan organ.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, kenyamanan, atau menghilangkan
gangguan ringan yang tidak berdampak serius.®® Hukum pengobatan pada tingkatan ini
adalah mubah (boleh). Contohnya: pengobatan untuk menghilangkan bekas luka yang
tidak mengganggu fungsi tubuh; pemeriksaan kesehatan rutin yang bersifat preventif;
pengobatan penyakit kulit ringan seperti eksim atau jerawat yang tidak menyebabkan
komplikasi; atau penggunaan kacamata untuk memperbaiki ketajaman penglihatan yang
masih dalam batas normal. Pada tingkatan ini, seseorang tidak dapat mengklaim kondisi
darurat untuk membenarkan tindakan yang dilarang syariat.

4. Magasid dan Hikmah Pengobatan dalam Islam

Pengobatan memiliki hubungan erat dengan magqdsid al-Syari ‘ah, terutama dalam
menjaga jiwa (hifz al-Nafs).°" Dalam Islam, setiap usaha untuk menyelamatkan
kehidupan, mencegah kematian, dan menghindari kerusakan tubuh memiliki kedudukan
penting karena tubuh merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga. Oleh karena
itu, berobat bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bagian dari ikhtiar manusia agar
penyakit tidak semakin parah dan ia tetap mampu menjalankan kewajiban agama serta
tanggung jawab sosialnya.

Selain berkaitan dengan hifz al-Nafs, pengobatan juga berhubungan dengan
penjagaan akal (hifz al- ‘Aql), keturunan (hifz al-Nasl), dan harta (hifz al-Mal). Penyakit
tertentu dapat mengganggu fungsi akal, membahayakan keselamatan keluarga, serta
menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila tidak ditangani. Karena itu, hikmah
pengobatan dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh dan
mencegah mudarat, dengan tetap memperhatikan batasan syariat. Dengan demikian,
hukum pengobatan dapat bernilai mubah, sunah, bahkan wajib sesuai tingkat kebutuhan
dan bahaya yang dihadapi.

D. Analisis Pinjaman Riba dalam Keadaan Darurat

Dalam pembiayaan pengobatan, pinjaman yang berbasis riba pada dasarnya tetap
haram, sebab keharamannya telah ditegaskan dalam Al-Qur’an, hadis, dan ijmak ulama.®?
Karena itu, kebutuhan biaya berobat tidak dapat langsung dijadikan alasan untuk
menggunakan pinjaman ribawi. Seorang muslim yang membutuhkan biaya pengobatan
harus terlebih dahulu mengupayakan sumber pembiayaan yang halal.

0¢Abd al-Fattah bin Muhammad Musaylihi, Jami‘ al-Masa’il wa al-Qawa ‘id fi ‘Ilm al-Usiil wa
al-Magasid, Juz 4 (Cet. I; al-Mansiirah: Dar al-Lu’lu’ah li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1443 H/2022 M), h. 215.

¢'Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr,
t.th.), h. 5204

92¢ Abdullah bin ‘Abd al-Rahman al-Bassam, Taudih al-Ahkam min Buliig al-Maram, Juz 4 (Cet. V;
Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003 M), h. 367.
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Atas dasar ketentuan tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada berbagai
upaya pembiayaan halal yang perlu ditempuh sebelum pinjaman berbunga
dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Seseorang perlu membuktikan bahwa ia telah
berusaha melalui berbagai jalan yang memungkinkan, baik dari harta pribadi, bantuan
keluarga, fasilitas kesehatan, maupun bantuan sosial keagamaan.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah sebagai
berikut:

1. Penggunaan tabungan pribadi

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah menggunakan tabungan pribadi yang
masih tersedia. Jika seseorang masih memiliki simpanan yang dapat dipakai untuk biaya
pengobatan, maka dana tersebut harus didahulukan sebelum mencari pinjaman dari pihak
lain. Hal ini karena tabungan pribadi merupakan sumber pembiayaan yang paling aman
dan tidak menimbulkan beban utang. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tidak dapat
langsung menganggap dirinya berada dalam kondisi darurat untuk meminjam dana
berbunga selama masih ada dana pribadi yang dapat digunakan.

2. Penjualan aset yang memungkinkan

Apabila tabungan pribadi tidak mencukupi, maka upaya berikutnya adalah
menjual aset yang masih memungkinkan untuk dijual. Aset yang dimaksud bukanlah
kebutuhan pokok yang sangat penting, tetapi harta yang dapat dilepaskan tanpa
menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti perhiasan, kendaraan tambahan, tanah
yang tidak ditempati, atau barang berharga lainnya. Penjualan aset ini menunjukkan
bahwa seseorang telah berusaha menggunakan kemampuan hartanya sendiri sebelum
mengambil jalan utang. Namun, aset yang menjadi kebutuhan utama, seperti rumah
tempat tinggal satu-satunya atau alat kerja utama, tidak harus dijual apabila penjualannya
justru menimbulkan kesulitan baru yang lebih berat.
3. Meminta bantuan keluarga

Setelah kemampuan pribadi tidak mencukupi, seseorang dapat meminta bantuan
kepada keluarga terdekat. Bantuan keluarga dapat berupa pemberian, pinjaman tanpa
bunga, atau dukungan sementara untuk menutupi biaya pengobatan. Dalam masyarakat,
keluarga memiliki peran penting dalam membantu anggota yang sedang mengalami
kesulitan, terutama dalam perkara yang menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan.
Upaya ini perlu ditempuh karena bantuan keluarga biasanya lebih ringan dan tidak
membebani dengan tambahan bunga sebagaimana pinjaman bank.
4. Menggunakan jaminan kesehatan

Upaya lain yang harus didahulukan adalah memanfaatkan jaminan kesehatan yang
tersedia, seperti BPJS Kesehatan atau bentuk asuransi kesehatan lain yang sah dan dapat
digunakan. Apabila biaya pengobatan masih dapat ditanggung melalui fasilitas kesehatan
tersebut, maka seseorang belum dapat langsung memilih pinjaman bank sebagai jalan
keluar. Penggunaan jaminan kesehatan menjadi penting karena fasilitas ini memang
disediakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi beban biaya pengobatan.
Dengan demikian, pinjaman bank baru dapat dipertimbangkan apabila fasilitas jaminan
kesehatan tidak tersedia, tidak mencukupi, atau tidak dapat digunakan dalam kondisi yang
sedang dihadapi.

5. Mengajukan bantuan sosial

Selain jaminan kesehatan, seseorang juga dapat mengupayakan bantuan sosial dari

pemerintah, lembaga sosial, yayasan kemanusiaan, atau komunitas masyarakat. Bantuan

334 | Riskayanti, Hendra Wijaya, Riska
Penerapan Kaidah Al-Dardrat tubihu al-MahziratTerhadap Pinjaman Riba Untuk Pengobatan



AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab diiall
Vol. 2, No. 2 (2026): 317-341 ‘AL-MUNTAQA

doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3440

sosial dapat menjadi jalan pembiayaan yang lebih ringan karena tidak menimbulkan
kewajiban pengembalian dengan tambahan bunga. Dalam kondisi pengobatan yang
mendesak, bantuan seperti ini dapat menjadi alternatif penting sebelum seseorang
mengambil pinjaman dari lembaga keuangan. Upaya ini juga menunjukkan bahwa pilihan
meminjam ke bank bukan dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi setelah jalan bantuan
sosial tidak mampu mencukupi kebutuhan pengobatan.

6. Mencari dana zakat atau sedekah

Apabila seseorang termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan, maka
dana zakat, infak, atau sedekah dapat menjadi salah satu jalan yang patut diupayakan.
Dalam Islam, dana zakat dan sedekah memiliki fungsi sosial untuk membantu orang yang
berada dalam kesulitan, termasuk mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dan tidak
memiliki kemampuan finansial yang cukup. Bantuan ini dapat diperoleh melalui lembaga
zakat, masjid, komunitas, atau donatur. Selama jalan ini masih memungkinkan, maka
pinjaman berbunga tidak seharusnya langsung dijadikan pilihan utama.

7. Mencari pinjaman tanpa bunga atau qard hasan

Upaya terakhir sebelum meminjam ke bank adalah mencari pinjaman tanpa bunga
atau gard hasan. Pinjaman ini dapat diperoleh dari keluarga, teman, lembaga sosial,
koperasi syariah, baitul mal, atau pihak lain yang bersedia memberikan bantuan tanpa
tambahan bunga. Qard hasan menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariat
karena hanya mewajibkan pengembalian pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang
memberatkan. Apabila pinjaman tanpa bunga masih dapat diperoleh, maka seseorang
belum dapat menjadikan pinjaman bank berbunga sebagai pilihan.

Berdasarkan beberapa upaya tersebut, dapat dipahami bahwa pinjaman bank,
terutama yang mengandung bunga, tidak boleh dijadikan sebagai langkah awal dalam
memenuhi biaya pengobatan. Pinjaman tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai
pilihan terakhir apabila seluruh jalan yang halal dan lebih ringan telah benar-benar
diupayakan, tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan pengobatan yang mendesak. Dengan
demikian, alasan darurat tidak boleh digunakan secara longgar, melainkan harus
dibuktikan melalui adanya kebutuhan yang nyata, tidak adanya alternatif lain yang halal,
serta pembatasan pinjaman hanya sesuai kadar kebutuhan pengobatan.

Qard hasan merupakan bentuk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariat karena
diberikan tanpa mensyaratkan tambahan atas pokok utang.%® Dalam konteks pengobatan,
qard hasan menjadi solusi yang sangat penting karena kebutuhan pasien sering kali
bersifat mendesak dan berkaitan dengan keselamatan jiwa. Melalui qard hasan, orang
yang mampu dapat membantu pasien tanpa mengambil keuntungan dari kesulitannya.
Dengan demikian, Islam tidak melarang kegiatan pinjam-meminjam, tetapi melarang
sistem pinjaman yang mensyaratkan tambahan, bunga, manfaat, atau keuntungan tertentu
bagi pemberi pinjaman.

Selama masih terdapat jalan halal yang dapat ditempuh, pinjaman riba tidak boleh
digunakan.®* Jalan halal tersebut harus benar-benar diupayakan secara serius, bukan
sekadar disebut sebagai kemungkinan. Pasien atau keluarganya perlu berusaha mencari

6 Al-Muntada al-Islami, Majallah al-Bayan: 238 ‘Adadan, No. 209 (t.t.: al-Muntada al-Islamf,
t.th.), h. 4.

% Muhammad Yusr1 Ibrahim, Figh al-Nawazil i al-Aqalliyyat al-Muslimah: Ta’silan wa Tatbigan,
Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dar al-Yusr, 1434 H/2013 M), h. 469.
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bantuan dari keluarga besar, lembaga zakat, infak kesehatan, donasi masyarakat, program
bantuan rumah sakit, jaminan kesehatan, pembiayaan syariah, atau qard hasandari pihak
yang mampu. Pinjaman ribawi tidak cukup hanya diposisikan sebagai pilihan terakhir,
tetapi hanya dapat dipertimbangkan setelah terbukti bahwa seluruh jalan halal benar-
benar tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk kebutuhan pengobatan yang mendesak.

Apabila seluruh jalan halal telah diupayakan dan tetap tidak mencukupi,
sedangkan pasien berada dalam keadaan yang benar-benar mengancam keselamatan jiwa
atau menimbulkan kerusakan berat pada tubuh, maka persoalan tersebut baru dapat
dianalisis dengan kaidah al-Darirat tubthu al-Mahzirat.®> Kaidah ini berarti bahwa
keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang. Namun, kaidah
ini tidak boleh dipahami secara longgar, karena tidak setiap kesulitan biaya pengobatan
otomatis membolehkan pinjaman riba. Kebolehan hanya dapat dipertimbangkan apabila
keadaan tersebut memenuhi batasan darurat yang diakui oleh syariat.

Adapun dawabit atau batasan darurat dalam masalah ini mencakup beberapa hal.
Pertama, bahaya yang dihadapi harus nyata atau diduga kuat akan terjadi, bukan sekadar
kekhawatiran biasa. Kedua, bahaya tersebut harus mencapai tingkat serius, seperti
ancaman kematian, kerusakan organ, kecacatan permanen, atau memburuknya kondisi
tubuh secara berat. Ketiga, tidak ada alternatif halal yang mampu memenuhi kebutuhan
pengobatan. Keempat, penggunaan perkara yang terlarang hanya dilakukan sebatas
kebutuhan mendesak. Kelima, tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan mudarat yang
lebih besar daripada bahaya yang hendak dihilangkan.®

Dengan demikian, ukuran darurat dalam pinjaman riba untuk pengobatan tidak
cukup hanya karena seseorang membutuhkan biaya. Kebutuhan tersebut harus ditimbang
berdasarkan tingkat bahaya penyakit, akibat yang mungkin terjadi apabila pengobatan
ditunda, ketiadaan alternatif pembiayaan halal, dan kadar kebutuhan yang benar-benar
mendesak. Selain itu, keadaan darurat juga perlu didukung oleh keterangan medis dari
pithak yang kompeten. Apabila penyakit masih dapat ditunda penanganannya, tidak
mengancam jiwa, tidak menyebabkan kerusakan berat, atau masih dapat dibiayai melalui
jalan halal, maka kondisi tersebut belum dapat disebut darurat.

Contoh keadaan yang dapat dikategorikan sebagai darurat adalah pasien yang
mengalami serangan jantung dan membutuhkan tindakan segera, korban kecelakaan berat
dengan perdarahan internal, pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah untuk
mempertahankan hidupnya, pasien kanker stadium lanjut yang membutuhkan terapi
mendesak, bayi atau anak yang membutuhkan tindakan penyelamatan nyawa, atau ibu
hamil yang memerlukan operasi darurat. Dalam keadaan seperti ini, penundaan
pengobatan dapat menyebabkan kematian, kerusakan organ, kecacatan permanen, atau
memburuknya kondisi pasien secara serius. Sebaliknya, tindakan estetika, perawatan
bekas luka yang tidak mengganggu fungsi tubuh, pemeriksaan tambahan yang masih
dapat ditunda, atau pengobatan ringan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan
pinjaman riba.

Untuk memperjelas penerapan kaidah al-dariarat tubihu al-mahzirat terhadap
pinjaman riba dalam pembiayaan pengobatan, perlu dibedakan terlebih dahulu tingkat
kebutuhan medis yang dihadapi pasien. Pembedaan ini penting karena tidak semua

%5 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyiiti, A4/-Asybah wa al-Nazad'ir, h. 84.
% Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Nazariyyat al-Dariirah, h. 66-72.

336 | Riskayanti, Hendra Wijaya, Riska
Penerapan Kaidah Al-Dardrat tubihu al-MahziratTerhadap Pinjaman Riba Untuk Pengobatan



AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab diiall
Vol. 2, No. 2 (2026): 317-341 ‘AL-MUNTAQA

doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3440

kebutuhan pengobatan dapat langsung dikategorikan sebagai keadaan darurat. Oleh
karena itu, hukum pinjaman riba dalam konteks pengobatan dapat diklasifikasikan
berdasarkan tingkat urgensi pengobatan, ketersediaan alternatif pembiayaan halal, serta
besarnya risiko yang ditimbulkan apabila pengobatan tidak segera dilakukan. Uraian
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tingkat Urgensi Pengobatan dan Implikasi Hukumnya terhadap
Pinjaman Riba

Tingkat Kebutuhan Kondisi Hukum
o Hanya untuk kenyamanan Pinjaman riba tetap haram
Tahsiniyyah atau tidak mendesak
Hajah Penting, menimbulkan Pinjaman riba tetap haram

kesulitan, tetapi belum darurat

Mengancam jiwa/kerusakan | Boleh dipertimbangkan
Dariarah berat dan tidak ada alternatif | sebagai rukhsah terbatas
halal

Kebolehan dalam keadaan darurat tidak berarti mengubah hukum riba menjadi
halal secara mutlak. Riba tetap haram, sedangkan kebolehan dalam kondisi darurat hanya
merupakan pengecualian sementara untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar. Oleh
karena itu, penerapannya harus dikaitkan dengan kaidah turunan al-Darirah tugaddaru
bi gadariha, yaitu sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar
daruratnya. Dalam kasus pinjaman riba untuk pengobatan, kaidah ini menuntut
pembatasan pada jumlah, tujuan, dan waktu penggunaan.®’ Jumlah pinjaman hanya boleh
sebesar biaya pengobatan yang benar-benar mendesak, tujuannya hanya untuk tindakan
medis yang menjadi sebab darurat, dan penggunaannya harus berhenti ketika sebab
darurat telah hilang atau ketika ditemukan jalan halal yang memadai.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah penguatan jalur pembiayaan halal bagi
pasien yang menghadapi keadaan darurat medis. Pada tingkat individu dan keluarga,
seorang muslim perlu membangun dana darurat, memperkuat solidaritas keluarga, dan
menghidupkan budaya qard hasan. Pada tingkat masyarakat, masjid, lembaga zakat,
komunitas sosial, dan lembaga kemanusiaan dapat membentuk dana bantuan kesehatan,
infak medis, wakaf kesehatan, atau dana darurat pasien miskin. Pada tingkat
kelembagaan, lembaga keuangan syariah perlu menyediakan pembiayaan kesehatan
darurat yang cepat dan tidak memberatkan. Dengan demikian, pinjaman riba baru dapat
dipertimbangkan apabila pengobatan benar-benar berada pada tingkat darurat, terdapat
keterangan medis yang kuat, tidak tersedia pembiayaan halal, dan jumlah pinjaman
dibatasi sesuai kebutuhan mendesak; jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
hukum asal larangan riba tetap berlaku.®®

KESIMPULAN

7Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyiiti, Al-Asybah wa al-Nazd'’ir fi Qawa ‘id wa Furii® Figh
al-Syafi ‘iyyah, h. 84.

% Husam al-Din bin Miisa Muhammad bin ‘Afanah, Fatawa Dr. Husam ‘Afanah, Juz 12 (t.t.: t.p.,
Zii al-Qa‘dah 1431 H/Februari 2010 M), h. 155.
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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
pengobatan memiliki kedudukan penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan
upaya menjaga jiwa atau hifz al-Nafs. Islam tidak memandang sakit sebagai keadaan yang
cukup dihadapi secara pasif, tetapi mendorong manusia untuk berikhtiar mencari
pengobatan dengan cara yang dibenarkan syariat. Hukum pengobatan juga tidak selalu
berada pada satu tingkat, melainkan mengikuti kondisi penyakit dan dampak yang
mungkin muncul apabila pengobatan ditunda. Pengobatan dapat bernilai mubah ketika
penyakitnya ringan, dianjurkan ketika dapat menimbulkan gangguan yang lebih berat,
dan menjadi wajib ketika menyangkut keselamatan jiwa atau kerusakan serius pada
tubuh. Dengan demikian, urgensi pengobatan dalam Islam harus dilihat secara bertingkat,
terutama dalam hubungannya dengan magasid al-Syari‘ah, karena tidak semua
kebutuhan medis dapat langsung disebut darurat.

Adapun penerapan kaidah al-Darirat tubthu al-Mahzirat terhadap pinjaman riba
untuk kebutuhan pengobatan harus dilakukan secara sangat hati-hati. Hukum asal
pinjaman riba tetap haram dan tidak boleh dijadikan pilihan utama dalam pembiayaan
pengobatan. Seorang muslim tetap wajib terlebih dahulu mengupayakan jalan
pembiayaan yang halal, seperti bantuan keluarga, jaminan kesehatan, dana sosial, zakat,
sedekah, pembiayaan syariah, atau gqard hasan. Pinjaman riba hanya dapat
dipertimbangkan sebagai rukhsah apabila pengobatan benar-benar berada pada tingkat
darurat, terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa atau kerusakan berat pada
tubuh, tidak tersedia alternatif halal yang mencukupi, serta jumlah pinjaman dibatasi
sesuai kebutuhan medis yang mendesak. Karena itu, kaidah darurat tidak dapat dipakai
secara bebas untuk membenarkan praktik riba, melainkan hanya berlaku sebagai
pengecualian sementara dalam keadaan terpaksa dan harus berhenti ketika sebab darurat
telah hilang.
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